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BAB 1

I. Latar Belakang

1.1. Bantuan Hukum dan Kemiskinan


Bantuan hukum seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dan faktor-faktor penghambat ketika masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut. Pengalaman masyarakat miskin ketika mengakses bantuan hukum itulah yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pengacara kepada masyarakat miskin melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi.

Konstitusi menjamin hak setiap warga neraga mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mampunyai kemampuan untuk memahami hukum  dan tidak mampu untuk membayar advokat,  hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasaan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya  keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (justice for all/accessible to all).

Kemiskinan telah membawa bencana bagi kemanusiaan, tidak hanya secara ekonomis tetapi juga secara hukum dan politik. Seorang kaya yang biasanya akrab dengan kekuasaan dapat menerjemahkan keadilan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakadilan. Bagi masyarakat miskin kebutuhan mendapatkan keadilan tidak dengan  mudah mereka dapatkan karena kemiskinannya karena itulah mereka membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan hak mereka tersebut. Namun, sayangnya masyarakat miskin tidak begitu saja mendapatkan bantuan dari masalah hukum yang dihadapinya, berbeda dengan masyarakat kaya yang dengan kekayaannya dapat membuat hukum dekat dengannya

Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun mereka sadar akan  hak-hak ini tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka.
 Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan.
 Adanya mafia hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Masalah hukum bagi masyarakat miskin dan marginal bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi di negara-negara yang mana masyarakat menderita kemiskinan secara struktural, masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara atau para pemilik modal.
 Masyarakat miskin karena memang dibuat miskin, bukan dilahirkan miskin. Kesempatan untuk menjadi seimbang tidak pernah ada sehingga bantuan hukum yang diberikan kepada mereka harus juga melihat kepada posisi mereka ini. Pada awal tahun 1970-an, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengusung Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Berkaitan dengan status mereka yang miskin, sistem bantuan hukum yang dibangun oleh negara juga tidak berpihak kepada masyarakat miskin yang harusnya menjadi sasaran bantuan hukum. Negara dinilai pasif dalam hal pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin ini. Bantuan hukum dikonstruksikan dalam berbagai perundang-undangan hanya berfungsi jika masyarakat berhadapan dengan hukum di pengadilan, bahkan dalam kasus pidana hanya yang diancam hukuman lima tahun atau lebih yang bisa mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan tanpa diminta.
 Negara tidak melihat bahwa dari hari ke hari masyarakat miskin menghadapi pelanggaran-pelanggaran hak-hak mereka dan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum karena negara tidak memasukkan jenis pelanggaran hak ini sebagai kasus yang bisa mendapatkan bantuan hukum. 

Pasifnya negara dalam memberi bantuan  hukum kepada masyarakat miskin dapat dilihat dari kasus yang menggemparkan masyarakat pada tahun 2009 lalu “kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah”. Nenek Minah seorang perempuan tua yang dituduh mencuri tiga kakao perusahaan perkebunan, mengikuti proses pengadilan tanpa didampingi oleh seorang pengacara dan dia terpaksa mengeluarkan uang sendiri untuk biaya transport dari rumahnya ke pengadilan yang melebihi penghasilannya sehari-hari. Nenek Minah mengaku kepada wartawan bahwa dia tidak didampingi pengacara karena tidak tahu apa pengacara itu. Terlebih lagi, sebagai masyarakat desa yang buta huruf nenek ini tidak paham dengan pasal pasal 21 dan pasal 47 Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan yang dituduhkan kepadanya
. Tidak ada bantuan hukum ditawarkan oleh negara kepada nenek Minah dan negara juga tidak memberikan informasi mengenai peraturan hukum yang dikenakan kepadanya sebelumnya.

1.2. Bantuan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan


Bagi masyarakat miskin hukum itu barang yang mahal dan mereka pun merasa tidak memiliki kebutuhan untuk dijamin hak-hak mereka dijamin oleh hukum. Masyarakat miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir kebanyakan negara berkembang dan miskin di dunia. Mereka bekerja tidak dalam koridor hukum tetapi di luar hukum itu sendiri: buruh yang bekerja tanpa kontrak, usaha yang tidak terdaftar dan mendiami tanah tanpa dokumen legal. Karena itulah, mereka menjadi pihak yang paling rentan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum dan sekaligus tidak mendapatkan bantuan apapun dari negara ketika haknya dilanggar. Ilustrasinya, seorang yang tergusur dari rumahnya karena dia tidak punya uang untuk mengurus sertifikat, hukum biasanya akan memenangkan mereka yang memiliki uang untuk mengurus sertifikat.

Menurut Commision on Legal Empowerment of The Poor/CLEP (Komisi Pemberdayaan Hukum Bagi Orang Miskin) setidaknya ada 4 milyar penduduk dunia yang hidup di luar atau dikecualikan oleh sistem hukum.
 Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, pandangan bahwa hukum tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat pernah dikemukakan oleh Presiden Jimmy Carter tiga dekade yang lalu: “Ninety percent of our lawyers serve ten percent of our people. We are overlawyered and underrepresented.”
 Masyarakat terutama yang miskin tidak berdaya karena faktor-faktor berikut ini: kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, prosedur peradilan dan administrasi negara yang tidak adil, tidak efisien dan kurangnya penghargaan terhadap praktek sosial dan pengetahuan budaya.

Fakta juga menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak selalu memilih pengadilan atau institusi hukum yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Gambaran bahwa pengadilan itu akan memakan proses yang lama dan memakan biaya, di beberapa tempat tidak dapat diakses karena jauh, penegak hukum yang korup dan juga seringkali tidak memihak kepada masyarakat miskin membuat masyarakat memilih untuk tidak mengakses institusi penegak hukum yang ada. Patrick Glenn dalam bukunya Legal Traditions of The World menyatakan ketidakefektifan peradilan formal dalam pendapatnya:“(The State) is corrupt...distinct and distant from the mass of people, who look, absent a viable alternative, too old ways as a means of sustenance. Yet the old ways are not what they were, debilitated by labor migration, partial industrialization, urbanization and more generally by capitalism” ((Negara) itu korup...berbeda dan berjarak dari kebanyakan masyarakatnya, absen dalam memberikan alternatif, cara-caranya terlalu tua untuk bisa  mensejahterakan rakyatnya. Namun, cara-cara lama itu tidak bisa lagi menggambarkan mereka saat ini, mereka telah dilemahkan oleh migrasi buruh, industrialisasi yang bersifat parsial, urbainisasi dan lebih umum lagi kapitalisme). 

Masyarakat miskin seringkali memilih untuk tidak menggunakan mekanisme peradilan formal karena biaya yang dibutuhkan ketika mengakses pengadilan tersebut. Survei yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan AUSAID terhadap pengguna peradilan agama menemukan bahwa tingginya perempuan kepala keluarga yang mengakses keadilan melalui pengadilan agama. Survei menunjukkan bahwa pengguna pengadilan agama 42% adalah para perempuan kepala keluarga. Mereka yang pada umumnya menikah tanpa tercatat secara hukum, harus mau tidak mau harus mengakses pengadilan agama untuk meminta itsbat nikah, penetapan perceraian, gugat cerai dan sebagainya. Sebagian dari perempuan ini, tidak mendapat hak-hak mereka setelah bercerai dengan suaminya.

1.3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dan Marginal untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Setelah 40 tahun diperjuangkan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam UU ini pertama kali negara secara tegas menyatakan akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dan pendanaan terhadap pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal. Undang-Undang ini dianggap sebagai niatan baik pemerintah untuk menjamin hak warganya, sehingga persamaan warga negara di hadapan hukum bukan hanya menjadi jargon-jargon belaka. 

Pertama, sepanjang sejarah perjalanan Republik Indonesia, belum ada satupun produk hukum setingkat UU (lex specialis) yang khusus mengatur mengenai bantuan hukum cuma-cuma . Kedua, seperti produk UU yang lahir sebelumnya, selalu saja didapati ketidaksingkronan antara harapan masyarakat miskin dan marginal dengan kenyataan yang ada ketika mereka hendak menggunakan aturan UU tersebut untuk mengakses bantuan hukum. Ketiga, sejarah ambivalensi agaknya terus berlanjut dimana banyaknya produk UU tak pernah memberikan jaminan dalam praktek penegakannya. Sehingga penegakan hukum bukanlah hadiah namun berkah dari perjuangan bersama yang berkelanjutan. Walaupun begitu kehadiran UU Nomor 16 Tahun 2011 ini kian meyakinkan kita bahwa bantuan hukum adalah bagian dari Hak Konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Dengan tingginya harapan yang digantungkan kepada UU 16 Tahun 2011, apakah kesalahan-kesalahan pengaturan di masa lalu masih terulang lagi. Beberapa jaringan masyarakat sipil (civil society) yang mendorong dan memberi masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan Hukum antara lain: Jaringan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Bantuan Hukum (KuBAH)
, Pos Bantuan Hukum PERADI
, Jaringan Paralegal Indonesia (JPI)
 dan jaringan LKBH Kampus
. Ada kekhawatiran saat itu, UU Nomor 16 Tahun 2011 justru tidak mengakomodir pelayanan bantuan hukum yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga dan justru menyulitkan masyarakat ketika ingin mendapatkan akses terhadap bantuan hukum.  Berbagai elemen masyarakat yang terlibat saat itu  menginginkan agar UU Bantua Hukum ini benar-benar telah memberikan jaminan akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum dan mengakomodasi entitas-entitas yang telah terbukti melaksanakan kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat. 

2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah mengatur bantuan hukum juga dengan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang telah ada di masyarakat saat ini.

Berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas tersebut akan dirumuskan dalam dua pertanyaaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pokok-pokok pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin jika dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya?

2. Apakah pendekatan yang ada dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah menggambarkan pengalaman gerakan bantuan hukum yang telah berjalan di Indonesia sampai saat ini?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti di atas, studi ini bertujuan untuk:

1. Ingin mengkaji dan menganalisa pengaturan pokok-pokok pelaksanaan  bantuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 jika dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Ingin mengkaji dan menganalisa pendekatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berdasarkan pengalaman gerakan bantuan hukum yang telah berlangsung di Indonesia saat ini.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap ilmu hukum, khususnya hukum perundang-undangan dengan memperbandingkan teks-teks dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 dengan teks-teks yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta dengan mengkaji kenyataan empiris pelaksanaan bantuan hukum yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Manfaat secara praktik dari penelitian tesis ini yang pertama adalah memberi masukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembentuk undang-undang agar dapat mempertimbangkan faktor sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum dapat berlaku efektif dalam masyarakat dan tidak menjadi teks-teks diam saja. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pegiat bantuan hukum baik dari kalangan pengacara, organisasi bantuan hukum, dosen, mahasiwa dan paralegal untuk melaksanakan peran-peran mereka dalam melakukan kegiatan bantuan hukum secara lebih optimal.
4. Kerangka Konsep

4.1. Bantuan Hukum Yang Bersifat Tradisional Individual

Bantuan hukum pada awalnya diartikan sebagai amal (charity) dari gereja untuk membantu masyarakat miskin. Pada abad pertengahan pengaruh kristiani yang berkembang pesat pada saat itu, ada satu dorongan antara manusia untuk saling berlomba-lomba memberikan derma dan bersamaan dengan itu tumbuh nilai-nilai yang mata diagungkan yaitu nilai nobility (berlomba-lomba untuki menjadi mulia). Struktur masyarakat yang dibagi antara the have dan the have not, membuat para pengacara dan sarjana hukum mengenakan tarif untuk jasanya, sehingga hanya yang kaya yang bisa menggunakan jasa mereka. Beberapa intelektual dari kalangan gereja kemudian mencari jalan agar dapat membantu si miskin yang memiliki masalah hukum, pada waktu itu mengangat orang dari gereja sebagai pengacara yang diberi honor asal membantu yang miskin secara cuma-cuma dan yang kedua mencari jalan agar pengadilan bisa membebaskan si miskin dari biaya jika mereka tidak mamakai pengacara.
 Sejalan dengan konsep hak asasi manusia, pengertian bantuan hukum kemudian bergeser menjadi hak, yang mana setiap orang yang terampas haknya berhak mendapat bantuan hukum. Konsep ini kemudian dipertegas setelah diakuinya hak-hak asasi manusia dalam bidang sosial ekonomi dan budaya.
 

Definisi bantuan hukum amat beragam baik yang diungkapkan oleh para ahli hukum dan definisi yang sudah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa definisi yang pernah dibuat tentang bantuan hukum:

1. The International of Legal Aid

“Bantuan hukun adalah rencana yang diterima dibawah pelayanan profesi hukum yang memungkinkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang dikecualikan dari hak menerima nasehat hukum atau jika memang dirasa perlu kuasa hukum dalam pengadilan atau pemeriksaan, didasarkan pada alasan kurangnya sumber daya keuangan.”

2. Roberto Conception 

“Bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan.  Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.”

3. C.A.J Crul

“Bantuan Hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.”


Dalam definisi-definisi yang lahir dari ahli hukum terutama di atas, bantuan hukum mengandung beberapa unsur utama yaitu: adanya hak, dilakukan oleh seseorang yang profesional (ahli hukum/pengacara), bentuknya merupakan pekerjaan yang berupa jasa dan diberikan kepada orang yang tidak mampu mendapatkan jasa hukum karena kondisi finansialnya. 

Definisi-definisi ini juga terlihat dipakai dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia misalnya:

UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu

PP No. 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Bantuan Hukum Secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Sedangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, bantuan hukum tidak disebutkan secara langsung, tetapi di dalamnya menyebut bentuk bantuan hukum atau fungsi bantuan hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Tidak terdapat definisi khusus mengenai bantuan hukum dalam undang-undang ini, yang ada adalah pengaturan mengenai kewajiban negara untuk menyediakan penasihat hukum bagi orang yang tidak mampu. Pasal 56 ayat (1) menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

UU No 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial

Dalam Pasal 14 UU Kesejahteraan Sosial, bantuan hukum dikategorikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, yang mana dalam pasal tersebut “Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah  dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya  dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal”

UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Tidak ada definisi khusus mengenai bantuan hukum dalam undang-undang ini, hanya dalam pasal 37-39 terdapat ketentuan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dan seperkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan

Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap(Zitting Plaatz).

Dalam definisi dan penyebutan bantuan hukum yang disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas, sebagian besar menekankan bahwa pegiat bantuan hukum baru dibatasi kepada advokat dan jasa yang diberikannya kepada pencari bantuan hukum yang harus berhadapan dengan pengadilan. Definisi-definisi di atas merupakan definisi yang dianggap “tradisional dan individual” dalam pemberian bantuan hukum. Todung Mulya Lubis mengkritisi bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah kelemahannya yaitu
:

a. Bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat “mengobati”  tetapi tidak  mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut dimana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri.

b. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum tradisional dan individual, dimana proses penyelesaian hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses beracara yang ada didalamnya

c. Bersifat kekotaan, karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan dan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

d. Sifatnya pasif, menunggu masyarakat miskin menyadari hak-haknya dan mengklaimnya.

e. Terlalu terikat pendekatan-pendekatan hukum, bukan bagaimana membantu penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik.

f. Masih berjalan sendiri, tidak bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum, padahal organisasi bantuan hukum dianggap paling cepat menyelesaikan konflik.

g. Belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, dimana gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan power resources sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pinggiran.

4.2. Bantuan Hukum Struktural


Kritik terhadap bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang dilaksanakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sejak tahun 1970-an. Lahirnya BHS dicetuskan sebagai konsekwensi cara memandang dan memahami hukum dalah relasi sosial yang timpang dimana dalam pola sosial yang tidak adil seringkali menyebabkan keadilan dari proses hukum yang didambakan masyarakat seringkali mengecewakan masyarakat itu sendiri. Bantuan hukum ini tidak membatasi kepada pelayanan individual saja tetapi kepada masyarakat miskin sebagai sebagai struktur sosial yang sering diperlakukan secara tidak adil. Bantuan Hukum Struktural berpandangan bahwa hak-hak hukum masyarakat miskin bisa dipenuhi jika asumsi sosialnya terpenuhi yaitu: pertama, masyarakat mengerti dan memahami hak-hak mereka tersebut dalam konteks posisi mereka dalam masyarakat dan kedua, bahwa warga masyarakat mempunyai kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. 
Kegiatan bantuan hukum struktural yang di kembangkan meliputi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, kampanye, mengusahakan partisipasi mitra yang optimal dalam penangan perkara hukum dan keadilan, menggali, membuat nyata dan menganalisis kasus-kasus pelanggaran keadilan yang belum manifest atau belum diungkapkan, mengusahakan kerjasama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di masyarakat, di antaranya tokoh informal, baik individual maupun kolektif.
 Selain itu, peran penting advokasi juga dikembangkan, seperti menyuarakan hak-hak dan kepentingan masyarakat miskin dan/ atau tertindas kepada publik dan pihak pengambil keputusan, melakukan pendampingan kelompok-kelompok masyarakat miskin dan/ atau tertindas dalam proses berikhtiar untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka, mewakili kepentingan kelompok-kelompok masyarakat miskin dan/ atau tertindas di depan pengadilan dan/ atau instansi pemerintah lainnya, memfasilitasi proses pendidikan dan penyadaran hukum di kalangan kelompok-kelompok masyarat miskin dan/ atau tertindas tersebut, melakukan advokasi kebijakan alternatif dalam bentuk penyampaian konsep alternatif kepada pihak pengambil keputusan sebagai bahan untuk pembaharuan kebijakan hukum (legal policies).

Dalam konteks BHS inilah peranan aktor pemberi bantuan hukum lain, selain pengacara diperkenalkan. Mereka adalah LBH sebagai organisasi bantuan hukum sebagai lembaga yang menginisiasi bentuk bantuan hukum ini, dan aktor yang lain adalah paralegal. Aktor yang belakangan disebut ini kemudian memiliki peran sentral dalam pengembangan BHS, karena merupakan perpanjangan tangan dari LBH-LBH untuk menjangkau masyarakat di daearah. Paralegal biasanya para aktivis LBH (bukan pengacara) atau masyarakat yang sudah dibekali pelatihan oleh LBH untuk melakukan tugas-tugas advokasi di tingkat daerah sampai ke level perdesaan. Paralegal bertugas melakukan pengorganisasian masyarakat, melakukan pendidikan dan penyadaran hukum dan tugas-tugas advokasi lainnya.

4.3 Bantuan Hukum Berbasis Pemberdayaan Hukum Masyarakat

Paham rule of law pertama adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian, dimana unsur-unsurnya adalah : adanya supremasi hukum, kedudukan yang sama dalam hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warganya. Thomas Carothers kemudian menyimpulkan bahwa rule of law adalah sebuah sistem dimana hukum adalah pengetahuan umum, lebih jelas lagi, diaplikasikan sama bagi semua orang. Carothers melihatnya dari sisi lain bahwa rule of law kemudian menjadi syarat bagi negara-negara yang ingin sukses secara ekonomi. Jika suatu negara tidak memiliki kepastian hukum, negara tersebut tidak akan menarik perhatian para investor asing yang kemudian tidak akan bisa membiayai pembangunan ekonominya. Rule of Law saat ini mau tidak mau kemudian dihubungkan dengan demokrasi liberal yang  terjadi di beberapa negara. 

Menurur Carothers, belum ada definisi yang jelas apakah pengadilan memang esensi dari penerapan rule of law. Karena pada faktanya hanya beberapa persen dari warga dia suatu negara yang pernah bersentuhan dengan pengadilan dan kalaupun mereka bersentuhan dengan pengadilan ada beberapa hambatan yang akan mereka hadapi. Hambatan ini bisa ditemukan di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan terlebih lagi ketika bersentuhan dengan sistem politik di negara-negara berkembang dan post komunis antara lain: (1) peradilan dibanjiri oleh banyak sekali kasus, sehingga keadilan yang diinginkan menjadi tertunda (2) beberapa kelompok yang substansial, biasanya kelompok minoritas, seringkali terdiskriminasi dan tidak mendapat ganti rugi yang memadai ketika masuk ke dalam sistem hukum perdata (3) Sistem hukum pidana secara kronis melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama pada kelompok minoritas (4) politisi papan atas biasanya mampu melakukan pelanggaran hukum dan memperoleh kekebalan dimana korupsi menjadi hal yang lazim pula.

Stephen Golub menyatakan bahwa perlu diadakan perubahan terhadap pandangan rule of law yang ortodoks (rule of law orthodoxy) yang selama ini dianut berbagai negara di dunia. Ciri-ciri dari rule of law orthodoxy menurut Golub antara lain:

a. Fokus pada institusi negara, terutama lembaga peradilan

b. Fokus terhadap institusi ini biasanya dibedakan dalam berbagai profesi hukum, yang direpresentasikan oleh para jurist, pejabat-pejabat hukum, pengacara dan berbagai dari lembaga donor internasional

c. Hasilnya, ada tendesi untuk mendefinisikan problem sistem hukum dan penanganannya secara sempit, yaitu dalam kerangka pengadilan, penuntut umum, perjanjian hukum, reformasi hukum dan institusi lain dan proses hukum dimana pengacara memiliki peran sentral didalamnya.

d. Ketika organisasi masyarakat ikut berperan, biasanya diartikan pembangunan institusional: bagaimana organisasi masyarakat terlibat dalam reformasi hukum dan membiayai mereka untuk melakukan advokasi.

e. Ketergantungan kepada model, inisiatif dan keahlian dari asing, terutama dari masyarakat negara-negara industri.

Bantuan hukum berbasis pemberdayaan hukum masyarakat lahir akibat dari kritik terhadap rule of law karena dianggap tidak memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin yang berada di luar area hukum dan juga lahirnya program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di negara-negara berkembang menemukan bahwa masyarakat miskin dan marginal yang mereka dampingi selama ini merupakan golongan yang dikatakan oleh Carrothers, berada di “luar sistem negara”. Masyarakat miskin dan marginal yang mencoba untuk mengklaim hak-hak mereka baik secara ekonomi, sosial dan budaya terbentur oleh kondisi bahwa akses terhadap sistem yang ada menjadikan sulitnya terpenuhinya hak-hak tersebut. 
Pembangunan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara dikritik karena selama ini lebih fokus pada hukum legalistik formal, ketergantungan pada jasa advokat/ pengacara dan pembangunan institusi-intitusi hukum ketimbang berorientasi pada penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil, terutama kelompok miskin dan yang tidak diuntungkan. Bantuan Hukum masih kental dengan paradigma yang selama ini menciptakan pendekatan top-down, yang hanya melihat kebutuhan hukum masyarakat miskin pada jasa hukum pengacara secara cuma-cuma, bukan pada penguatan dan pemberdayaan hukum masyarakat.

Bantuan hukum dalam perspektif pemberdayaan hukum (legal empowerment) dilandaskan pada kebutuhan dan kerja di tingkat komunitas masyarakat akar rumput. Paradigma ini secara umum memperkuat masyarakat sipil, kapasitas hukum dan kekuatan kelompok miskin dalam rangka menyasarkan prioritas-prioritas mereka.
  Stephen Golub merumuskan setidaknya ada empat hal yang merupakan kekuatan pendekatan pemberdayaan hukum: 

a. Penasehat hukum mendukung kelompok miskin sebagai mitra, bukan mendominasi mereka sebagai pemilik keahlian; 

b. Kelompok yang tidak diuntungkan memainkan peranan utama dalam menyusun prioritas-prioritas dari kebutuhan mereka sendiri; 

c. Lebih sering melibatkan strategi-strategi non-yudisial yang melampaui gagasan-gagasan dari  sistem hukum yang sempit (formalistik); 

d. Penggunaan hukum sering hanya sebagai bagian dari strategi yang terintegrasi yang meliputi aktivitas-aktivitas pembangunan di bidang lainnya. Karena itu, pendekatan pemberdayaan hukum tidak semata-mata alternatif dari pendekatan rule of law di bidang pembangunan hukum, namun harus juga menjadi unsur penting dari banyak upaya-upaya pembanguanan di bidang sosial ekonomi lainnya, seperti kesehatan, pembangunan desa, irigasi, pendidikan, dll.

Dari berbagai konsep bantuan hukum di atas, penelitian ini memilih pendekatan bantuan hukum struktural dan bantuan hukum berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisa Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai peraturan hukum terkini, sehingga dapat menidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 nantinya. Kedua pendekatan itu dapat dianalisa sementara sebagai kenyataan terdekat dengan kondisi kekinian berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih menekankan pada pemberian jasa pengacara pada rakyat miskin dan juga penguatan institusi negara sebagai implikai penerapan rule of law dan belum mempertimbangkan pengalaman masyarakat miskin sebagai pengguna bantuan hukum ketika mengaksesnya.

5. Metode Penelitian

Penelitian terhadap tantangan pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melihatnya dari sudut pandang pelaksanaan bantuan terhadap masyarakat miskin yang selama ini sudah dilaksanakan di Indonesia menggunakan pendekatan normatif.
 Penelitian ini kemudian masuk ke dalam penelitian yuridis normatif yang pada dasarnya melihat pada dua aspek, pembentukan hukum dan penerapan hukum, khususnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan juga memperbandingkannya dengan pelaksanaan bantuan hukum yang telah berjalan di saat ini.

Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang bersifat analitis (analytical approach) yaitu untuk mengetahui makna yang ada di balik Undang-Undang Bantuan Hukum, sekaligus mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan bantuan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UU Nomor 16 Tahun 2011 diundangkan. Selain itu, karena penelitian ini juga akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang trekait dengan bantuan hukum maka digunakan juga pendekatan peraturan perundang-undangan atau (statutory approach).
 Penelitian juga melihat faktor empiris dengan memperbandingkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pelaksanaan bantuan hukum yang sudah berjalan saat ini, menggunakan teknik observasi dengan dilengkapi berbagai data serta ulasan mengenai pelaksanaan bantuan hukum yang telah ada saat ini.
Berkaitan dengan pendekatan-pendekatan di atas, maka pengambilan data dalam studi ini adalah melalui pengambilan data sekunder. Data-data tersebut meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bantuan Hukum dan data sekunder yang meliputi berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan bantuan hukum. Sebagai data tambahan, akan dilakukan juga wawancara dengan beberapa pegiat bantuan hukum yang terlibat adalam advokasi untuk mendorong adanya UU Nomor 16 Tahun 2011 untuk mengetahui persepktif mereka terhadap UU Nomor 16 Tahun 2011 dan kegiatan bantuan hukum yang telah mereka laksanakan selama ini.

Dengan data dan bahan tersebut akan dilakukan pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara kualitatif dengan menekankan pada aspek hukum, historis dan empiris terhadap pelaksanaan pertauran perundang-undangan yang telah dilaksanakan di Indonesia saat ini. Penelitian ini akan melakukan penilaian yang bersifat evaluatif terhadap beberapa pokok-pokok pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dengan pendekatan bantuan hukum struktural dan pendekatan bantuan hukum yang berbasis pemberdayaan hukum masyarakat. Dengan demikian, akan dapat diidentifikasi  tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum ketika dihadapkan dengan pendekatan-pendekatan bantuan hukum yang sudah ada dalam masyarakat selama ini.
6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I

: Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab II

: Bab ini membahas mengenai bantuan hukum dalam konteks akses keadilan di Indonesia, dengan memfokuskan bahasannya pada kondisi riil bantuan hukum di Indonesia saat ini ditinjau dari pendekatan bantuan hukum yang telah berjalan selama ini, dana bantuan hukum yang tersedia, masyarakat miskin pengakses bantuan hukum, pemberi bantuan hukum di Indonesia dan perbandingan bentuk bantuan hukum dengan negara lain yaitu Afrika Selatan.

Bab III

: Bab ini akan mengulas mengenai bantuan hukum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Pokok-pokok ketentuan dalam Undang-undang ini akan dijabarkan dengan memperbandingkannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga akan ketentuan apa yang berbeda dalam UU ini dan juga akan dijabarkan mengenai implikasi hukum dari UU ini baik dalam pelaksanannya maupun jika dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain

Bab IV

: Bab ini menganalisa pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 2012 berdasarkan pada pelaksanaan gerakan bantuan hukum yang selama ini sudah berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan marjinal serta melihat lebih jauh bagaimana nantinya implikasinya  bagi masyarakat miskin dan marginal yang akan mengakses keadilan.

Bab V

: Bab ini merupakan analisa bagaimana bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat miskin pencari keadilan. Analisa yang dilakukan adalah menarik pengalaman masyarakat miskin dalam studi kasus ke dalam konteks peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum yang berlaku saat ini dan melihat  apakah ada kesenjangan antara rumusan yang ada di peraturan perundang-undangan dengan pengalaman riil masyarakat saat mengakses bantuan hukum tersebeut

Bab VI

: Bab ini akan  berisi kesimpulan daari penelitian ini dan saran-saran.
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